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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFORMASI KEPABEANAN DAN
CUKAI PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN
CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PEKANBARU

Dhanny Christian Wibowo

dhanny.christianf@kemenkeu.go.id

Universitas Terbuka

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tataran internal secara simultan
menjalankan reformasi birokrasi untuk mencapai visi misi organisasi secara efisien
dan efektif serta untuk meningkatkan kepercayaan publik. Salah satu reformasi
DJBC untuk mencapai visi misi organisasi serta untuk menjawab tantangan serta
harapan masyarakat adalah Kebijakan Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai
(PRKC). Untuk mengetahui implementasi kebijakan reformasi kepabeanan dan
cukai pada KPPBC TMP B Pekanbaru perlu dilakukan analisis implementasi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Teknik analisis 1mplementasi menggunakan model teori
implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa implementasi kebijakan reformasi kepabeanan dan cukai yang berjalan di
KPPBC TMP B Pekanbaru telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian
terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya sumber daya manusia,
kurangnya sumber pendanaan, kurangnya sarana dan parasarana, serta bencana
pandemi covid-19 membuat penerimaan negara turun dan terhambatnya
komunikasi serta pelayanan. Hal tersebut memaksa KPPBC TMP B Pekanbaru
untuk melakukan sejumlah inovasi berbasis teknologi informasi sehingga kendala-
kendala dapat teratasi.

Kata Kunci: Bea dan Cukai, Reformasi birokrasi, Implementasi Kebijakan



ABSTRACT

POLICY IMPLEMENTATION OF CUSTOMS AND EXCISE REFORM
AT THE SERVICE AND SUPERVISION OFFICE OF CUSTOMS AND
EXCISE TYPE MADYA PABEAN B PEKANBARU

Dhanny Christian Wibowo

dhanny.christian@kemenkeu.go.id

Universitas Terbuka

The Directorate General of Customs and Excise at the internal level simultaneously
runs a bureaucratic reform to achieve the organization's vision and mission
efficiently and effectively and to increase public trust. One of DGCE's reforms to
achieve the organization's vision and mission as well as to answer the challenges
and expectations of the community is the Policy to Strengthen Customs and Excise
Reform (PRKC). To find out the policy implementation of the customs and duty
reform at Pekanbaru Customs Office, it is necessary to carry out an implementation
analysis. This study uses a descriptive-qualitative research approach. Data
collection techniques used include observation. interviews, and documentation. The
implementation analysis technique uses the Van Meter and Van Horn policy
implementation theory models. The results showed that the implementation of the
customs and excise reform strengthening that was running at Pekanbaru Customs
Office had been carried out well, however there were several obstacles encountered
such as a lack of human resources, lack of funding sources, lack of facilities and
infrastructure, and the Covid-19 pandemic disaster which caused state revenues to
fall and obstruction of communication and service. This forced Pekanbaru Customs
Office to carry out several innovations based on information technology so that the
obstacles could be overcome.

Keywords: Customs, Bureaucratic Reform, Policy Implementation
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